PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

p—

BUPATI KARAWANG,

bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun
2017;

bahwa berdasarkan rekapitulasi kajian Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karawang dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s
Zulkarnain dan Rekan berdasarkan azas kewajaran,
kepatutan dan rasional terdapat rekomendasi kenaikan
biaya pengganti sewa perumahan dan tunjangan
transportasi hanya diperuntukkan bagi Anggota DPRD;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah ~ Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017
Nomor 8);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 47).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2017 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD  diberikan
Tunjangan  Perumahan = sebagai  pengganti
ketersediaan rumah negara bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD

(2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah /janji.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai
dengan standar satuan harga sewa rumah yang
berlaku untuk standar rumah negara bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk
mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan:

a. Ketua, sebesar Rp29.700.000 (dua puluh
sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per
bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rp26.450.000 (dua puluh
enam juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan; dan

c. Anggota sebesar Rp25.350.000 (dua puluh
lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulan.



2. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Tunjangan Tranportasi diberikan kepada Anggota
DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan
yang berlaku untuk standar kendaraan dinas
jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya

perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan.

(3) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas
juta rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang

pada tanggal {11 Jenuari 2029

\¢'\__ ACEP JAMHURI

{ “BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR 1% .



